PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS

PELAKSANA KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;



b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



2.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



3.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



4.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);


5.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);


6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;


7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;


8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.
Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, minat, dan motivasi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah yang membidangi kerja sama daerah.
2.
Pelaksana kerja sama daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diserahi tugas untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan kerjasama daerah sesuai dengan objek dan bidang yang dikerjasamakan.
3.
Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau gubernur,bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

4.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

KEGIATAN DAN MATERI

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 2

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:

a.
sosialisasi;

b.
workshop/lokakarya;

c.
penyuluhan;

d.
seminar;

e.
orientasi;

f.
bimbingan teknis; dan/atau

g.
pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Substansi dan Materi

Pasal 3

Substansi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah terdiri dari :

a.
kebijakan yang terkait dengan kerja sama daerah;

b.
teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah;

c.
teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko;

d.
teknik penyusunan proposal;

e.
teknik komunikasi dan negosiasi;

f.
tehnik penyusunan kesepakatan;

g.
tehnik penyusunan perjanjian; dan

h.
tehnik penyusunan anggaran.
Pasal 4

Materi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

a.
kebijakan yang diterbitkan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan

b.
konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pasal 5

Materi teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.
pengertian dan jenis potensi daerah;

b.
dasar dan teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah;

c.
tata cara inventarisasi dan analisis potensi daerah; dan

d.
praktek penyusunan inventarisasi dan analisis potensi daerah. 
Pasal 6

Materi teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.
pengertian perencanaan dan jenis resiko;

b.
dasar dan teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko;

c.
tata cara perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; dan

d.
praktek penyusunan perencanaan kebutuhan dan analisis resiko. 
Pasal 7

Materi teknik penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a.
pengertian dan jenis proposal;

b.
dasar dan teknik penyusunan proposal;

c.
tata cara penyusunan proposal; dan

d.
praktek penyusunan proposal.

Pasal 8

Materi teknik komunikasi dan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

a.
pengertian dan jenis komunikasi dan negosiasi;

b.
dasar dan teknik komunikasi dan negosiasi;

c.
tata cara komunikasi dan negosiasi; dan

d.
praktek komunikasi dan negosiasi.

Pasal 9
Materi teknik penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

a.
pengertian dan jenis nota kesepakatan;

b.
dasar dan teknik penyusunan nota kesepakatan;

c.
tata cara penyusunan nota kesepakatan; dan

d.
praktek penyusunan nota kesepakatan.

Pasal 10

Materi teknik penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

a.
pengertian dan jenis perjanjian;

b.
dasar dan teknik penyusunan perjanjian;

c.
tata cara penyusunan perjanjian;

d.
praktek penyusunan naskah perjanjian.
Pasal 11

Materi teknik penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi :

a.
pengertian jenis anggaran;

b.
dasar dan teknik penyusunan anggaran;

c.
tata cara penyusunan anggaran; dan

d.
praktek penyusunan anggaran.

Pasal 12

Penyusunan modul, kurikulum, dan silabi pada substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikoordinasikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri bersama Direktorat Jenderal yang membidangi tugas pemerintahan umum.

BAB III

PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 13

(1)
Peserta peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yaitu Pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi kerja sama daerah.

(2)
Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat diikuti oleh peserta dari anggota DPRD yang membidangi kerja sama daerah.

(3)
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapat materi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal l4

(1) Tenaga pengajar peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat berasal dari unsur :

a.
instansi pemerintah;

b.
pemerintah provinsi;

c.
praktisi dan pakar; dan/atau

d.
perguruan tinggi.

(2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan bidang keahliannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 15

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1)
Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, dan Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota.

(2)
Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 17

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang akan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun melalui kegiatan yang diprogramkan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

(1)
Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah di Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

(2)
Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah di Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

(3)
Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19

(1)
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksaana kerja sama daerah.

(2)
Pembinanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Badan Pendidikan dan pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal yang menangani pemerintahan umum.

(3)
Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Direktorat Jenderal yang menangani pemerintahan umum mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.

(4)
Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Inspektorat wilayah/Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan Permendagri ini.

(5)
Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi :

a.
Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan provinsi,

b.
Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan provinsi,

c.
Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas yang menjadi kewenangan provinsi,

d.
Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten/kota,

e.
Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada provinsi, kabupaten dan kota,

f.
Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,

g.
Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan .

Pasal 21

Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi :

a.
Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan kabupaten / kota,

b.
Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan kabupaten /kota,

c.
Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,

d.
Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten/kota,

e.
Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan kapasitas ,pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten /kota,

f.
Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten dan kota,

g.
Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

  ttd

 H.MARDIYANTO
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI


             LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN/KOTA
                     NOMOR     :
                                                                                                                                       TANGGAL :
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